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KEBIJAKASANAAN PEMBANGUNAN KUALITAS MANUSIA
DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

Rosfiah Arsal'
BAPPEDA PROP. SULSEL

Abstrak

Perubahan paradigma administrasi dan birokrasi menjadi lebih
adaptif, partisipatif dan berorientasi untuk meningkatkan kualitas
pelayanan menyebabkan perubahan pada kebijakan pengembangan

Sumber

Daya Manusia (SDM).

Kebijakan tersebut meliputi

pengembangan kualitasdimensi-dimensi kemanusiaan yang didu-
kung olehkemampuan lingkungan melalui revitalisasi fungsi legis!atif
dan partisipasi organisasi-organisasi non pemerintah.

Kata-kata Kunci: Sumber daya manus_,ia, paradigma administrasi

publik

Pendahuluan

“Dari praktisi dan teoritisi sering
didengar bahwa administrasi publik di
negara perkembang memiliki berbagai
kelemahan birokrasi tradisional, misal-
nya inefiensi, produktivitas rendah,
kurang mampu melaksanakan tugas
pembangunan, korup, dan sebagai-
nya. Karena itu para ahli mensinyalir
bahwa salah satu hambatan terbesar
dalam pembangunan di negara ber-
kembang, termasuk Indonesia, adalah
sistem administrasi negara yang be-
lum memiliki kapasitas yang cukup
untuk melaksanakan berbagai kegia-

tan pembangunan. Sebagaimana
di-katakan oleh Heady (Karta-
samita: 1997: 3) bahwa ada lima
ciri ad-ministrasi yang indikasinva
ditemukan secara umum di banyak
negara berkembang. Pertama, pola
dasar (basic pattern) administrasi
publik bersifat jiplakan (imitative)
daripada asli (indigenous). Kedua,
birokrasi di negara berkembang ku-
rang (dificienfyjsumber daya manu-
sia terampil yang dibutuhkan untuk
menyelenggarkan pembangunan.
Ketiga, birokrasi lebih berorientasi
pada hal-hal lain daripada me-
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ngarah pada yang benar-benar meng-
hasilkan (production directed). Ke-
empal, ada kesenjangan yang lebar
antara apa yang dinyatakan atau
yang hendak ditampilkan dengan ke-
nyataan (discrepancy between form
and reality). Kelima, birokrasi di ne-
gara berkembang acap kali bersifat
otonom, artinya iepas dari proses po-
litik dan pengawasan masyarakat.

Peranan sumber daya manusia
(human resources) bagi setiap negara
adalah merupakan faktor yang paling
menentukan karakter dan kecepatan
pemabgunan sosial dan ekonomi su-
atu bangsa, sebagaimana dikatakan
oleh Professor Fredrick Harbinson da-
ri Universitas Princeton sebagai be-
rikut: Sumber daya manusia meru-
pakan modal dasar dari kekayaan su-
atu bangsa. Modal fisik dan sumber
~daya alam hanyalah faktor produksi
yang pada dasarnya bersifat pasif:
manusialah yang merupakan agen-
agen aktif yang akan mengumpuikan
modal, mengespoloitasikan sumber-
sumber day alam, membangun ber-
bagai macam organisasi sosial, eko-
nomi dan politik, serta melaksanakan
pembangunan nasional. Jelaslah bah-
wa jika suatu- negara tidak segera
mengembangkan keahlian dan pe-
ngetahuan rakyantnya dan tidak me-
manfaatkan potensi mereka secara
efektif dalam pembangunan dan pe-
ngelolaan ekonomi nasional, maka
untuk selanjutnya negara tersebut ti-
dak akan dapat mengembangkan
apapun (Todaro, 1998: 455)
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Birokrasi Untuk Pembangunan
Kualitas Manusia

Pengalaman konsep biro-
krasi Wiberian yang cenderung
menjadikan kerajaan pejabat ter-
sebut banyak mendapatkan kriti-
kan. Salah satu yang mengritik pe-
das adalah Waren Bennis dalam
tulisannya Organization of the Fu-
ture (dalam Shafritz, Jay M. &
Albert C. Hude, 1987: 327-337),
dia menulis bahwa birokrasi We-
berian sekitar 25 sampai 50 tahun
yang akan datang kita bersama-
sama akan menyaksikan jatuhnya
birokrasi Weber dan diganti agengan
sistem sosial yang baru yang se-
suai dengan harapan masyarakat
pada abad ke-20. Kritikan Bennis
itu didasarkan atas suatu prinsip
evolusi bahwa setiap zaman ter-
tentu akan mengembangkan suatu
bentuk tatanan sistem organisasi
yang sesuai dengan zamannya.
Bentuk hirarki piramidal yang di-
kenal oleh ahli sosiologi sebagai bi-
rokrasi dan oleh businesman seba-
gai the damn bureucracy (birokrasi
terkutuk) telah ketingggalan dari
realita zaman sekarang.

Mengapa birokrasi mudah
pendapat keritikan, ada tiga alasan
yang mendasari hal tersebut; yaitu:
1) adanya perubahan dan perkem-
bangan yang secara tiba-tiba; 2)
berkembangnya ukuran, di mana
volume aktivitas organisasi tradi-
sional tidak cukup untuk memper-
tahankan kesinambungan perkem-



bangan, dan 3) kompleksitas dari or-
ganisasi modern, di mana penyatuan
kegiatan dan personil sangat berane-
karagam, kompetensi spesialisasi
yang tinggi sangat dibutuhkan.

Akibat dari kritik terhadap bi-
rokrasi klasik, maka muncullah model
biokrasi yang disebut sebagai mode/
neobirokrasi, menurut Fredrickson
(1984: 35-37) adalah merupakan sa-
lah satu produk era behavioral dalam
iimu sosial. Nilai-nila yang hendak
dimaksimumkan dalam model ini pada
umumnya sama dengan nilai-nilai
model birokrasi; karena itu dinamakan
“neobirokratis”. Dalam kebanyakan
hal yang lain model-model itu ber-
beda. Model birokrasi menekankan
struktur, pengendalian, dan prisip-
prinsip administrasi dengan unit ana-
lisis yang biasanya berupa kelompokn
kerja, instansi, departemen, atau pe-
merintahan-pemerintahan  keseluru-
han. Nilai-nilai yang akan dicapai
adalah efektivitas, efisiensi, atau
ekonomi. Dalam model neobirokrasi,
keputusan merupakan unit analisis
yang lebih umum, dengan proses
pembuatan keputusan menjadi fokus
sentralnya. Pola pemikirannya bersifat
‘rasional”; yakni, keputusan-keputu-
san dibuat agar sebanyak mungkin
mencapai tujuan tertentu.

Pespektif neo-birokrasi, me-
mandang rasionalitas instrumen seba-
gai esensi organisasi dan manusia
yang dikenal dengan administrasi.
Teori neo-birokrasi memandang pem-
buatan keputusan sebagai faktor yang
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memperjelas dalam mempelajari
perilaku dalam organisasi. Kepu-
tusan merupakan unit pertama dari
analisis teori ini, atau karakteristik
senteral yang menjadi dasar pers-
pektif neo-birokrasi. Secara analitis
teori dipandang sebagai jalannya
penentuan pilihan lewat keputusan
yang menentukan dan ditentukan
oleh struktur, hubungan hierarki
dan kualitas sistem organisasi.

Ada empat karakteristik pers-
pektif dari teori neo-birokrasi, yaitu:
1. Pembuatan keputusan meru-

pakan titik fokus administrasi.
Oleh karena itu, tindakan ad-
ministratif terdiri dari aktivitas
pembuatan keputusan, analisis
data penetuan prioritas dan
kunikasi keputusan.

2. Model utama operasi dalam
administrasi adalah rasionalitas
instrumental. Karena itu pene-
kanannya ada pada pemenu-
han sarana yang sesuai bagi
tujuan tertentu yang sudah ada.

3. Ukuran dasar dari kapasitas
birokrasi dan administrasi serta
aktivitasnya adalah efisiensi.

4. Dalam perspektif ini ada pene-
kanan pada peran organisasi
birokrasi, bukan pada individu,
karena peran tersebut berkaitan
dengan pembuatan keputusan.

Karya luar biasa mengenai
perspektif ini adalah “Perilaku Ad-
ministrasi” oleh Herbert Simon.
Buku tersebut memiliki efek terha-
dap pemikiran organisasi, jauh
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melampaui batas-batas neo-klassik
karena pada saat mempertahankan
kekuatan rasionalitas instrumental de-
ngan penuh semangat tetapi buku
tersebut mengambarkan batas-batas
rasionalitas dalam setting organisasi.
Manajemen publik terus ber-
kembang, di mana pada dasawarsa
1990-an melalui perkembangan mo-
del Manajemen Publik Bary (New
Public Management), menurut Keban
(2004: 95) telah membawa inspirasi
baru bagi perkembangan manajemen
publik di berbagai negara. Di dalam
Manajemen Publik Baru ini peme-
rintah diajak untuk (1) meninggalkan
paradigma administrasi tradisional
dan menggantikannya dengan per-
hatian terhadap kinerja arau hasil ker-
ja; (2) melepaskan diri dari birokrasi
klasik dan membuat situasi dan kori-
-disi organisasi, pegawai dan para pe-
kerja lebih’ fleksibel; (3) menetapkan
tujuan dan target organisasi dan per-
sonal lebih jeias, sehingga memung-
kinkan pengukuran hasil melalui indi-
kator yang jelas, lebih memperhatikan
evaluasi program yang lebih diste-
matis, dan mengukur dengan meng-
gunakan endikator ekonomi, efisiensi,
dan efektivitas; (4) staff senior lebih
berkomitmen secara politis dengan
pemerintah sehari-hari dari pada
netral; (5) fungsi pemerintah adalah
memperhatikan pasar, kontrak kerja
keluar, yang berarti pemberian
pelayanan tidak selamanya melalui
birokrasi saja (melakukan pelibatan
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sektor swasta); (6) fungsi peme-
rintah didukung melalui privatisasi.

New Public Management ini
telah mengalami berbagai peruba-
han orientasi seperti dikalatan Firlie
(1997) dalam (Keban, 2004: 35),
yaitu: Orientasi pertama yang
dikenal dengan the efficiency drive,
yaitu mengutamakan nilai efisiensi
dalam  pengukuran kinerja. Orien-
tasi kedua yang disebut sebagai
downsizing and decentralization,
yaitu mengutamakan pendekatan
struktur, memperkayan fungsi dan
mendelegasikan otoritas kepada
unit-unit yang lebih kecil agar dapat
berfungsi secara cepat dan tepat.
Orientasi ketiga yaitu in search of
excellence, yaitu mengutamakan
kenerja optimal dengan meman-
faatkan iimu pengetahuan dan tek-
nologi.Dan orientasi terakhir dikenzl
sebagai public service orientation,
yaitu menekankan pada kualitas,
misi dan nilai-nilai yang hendak
dicapai organisasi publik, mem-
berikan perhatian yang lebih besar
kepad aspirasi, kebutuhan, dan par-
tisipasi ‘user’ dan warga masya-
rakat, memberikan otoritas yang le-
bih tinggi kepada . pejabat yang
dipilih masyarakat, termasuk wakil-
wakil mereka, meletakkan social
kearning dalam pemberian pelaya-
nan publik, dan penekanan pa-
da evaluasi kinerja secara berkesi-
nambungan, partisipasi masyara-
kat dan akuntabilitas.



Berangkat dari perspektif The

New Public Management, reformasi
administrasi publik dan birokrasi telah
dilakukan oleh banyak negara, ter-
utama negara-negara maju, reformasi
tersebut mencakup beberapa dasar

pemikiran,

seperti dikatakan oleh

Rosenbloom & Raobert S. Kravchuk
(2005: 20-21) sebagai berikut:

1.

Administrasi publik seharusnya
berfokus pada pencapaian hasil
dari pada mengutamakan kese-
suaiannya dengan prosedur.

. Untuk mencapai hasil, adminis-

trasi publik seharusnya mencipta-
kan barang dan pelayanan iebih
kompetitif terhadap pasar.

. Dalam situasi yang normai, admi-

nistrasi publik yang mempunyai
nilai pasar yang lebih baik harus
digerakkan oleh pelanggan.

. Juga berhubungan dengan pasar,

di mana pemerintah seharusnya
mengarahkan bukan mengayun.

. Pemerintah sebaiknya diatur. Per-

hatian birokrasi tradisional terha-
dap pengawasan staf, adminis-
trasi kepegawaian, pengangga-
ran, pemeriksaan, kegiatan usa-
ha, dan alokasi sumber daya oi-
ganisasi adalah tidak pantas un-
tuk administrasi publik yang ber-
orientasi pada hasil.

. Perluasan aturan tentang kete-

nagakerjaan sebaiknya diber-
dayakan sebagai upaya untuk
memanfaatkan daya cipta me-
reka dalam melaksanakan pela-
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yanan kepada masyarakat dan
dalam pelaksanaan pekerjaan.
7. Secara keseluruhan, budaya
administrasi - publik sebaiknya
dirubah agar lebih fkesibel, ino-
vatif, mampu memecahkan ma-
salah, interpreneur, dan usaha
sebagai lawan dari orientasi pa-
da aturan, proses, dan berfokus
pada input dari pada hasil.
Pergeseran dari model biro-
krasi Weberian ke model neo-biro-
krasi sampai kepada model new
public  bureucacy atau  post
burecracy goverment sama-sama
menekankan aspek pengembangan
sumber daya manusia sebagai sa-
lah satu ciri utama dan strategi un-
tuk mengatasi persaingan global,
karena pengembangan sumber da-
ya manusia dalam organisasi se-
iring dengan proses demokratisasi
yang memang harus terjadi, bukan
hanya di masyarakat akan tetapi
disosialisasikan dan dioperasonal-
kan, antara lain terdiri dari:

1. Aparatur yang efisien karena
memang tidak pernah ada
pembenaran bagi aparatur
negara untuk bertindak in-
efisien;

2. Aparatur yang efektif yang
terlihat bukan hanya dari segi
penggunaan dana dan daya,
akan tetapi juga pemahaman
pentingnya target waktu dan
dengan berpedoman pada
etos kerja yang action-
oriented,
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. Aparatur yang produktif yang

menyadari bahwa dalam melak-
sanakan tugas, tidak ada satu
carapun yang merupakan cara
terbaik. Selalu terdapat cara
"yang lebih baik™

Aparatur yang bersih, Bersih
bukan hanya dalam arti bebas
dari korupsi dan penyele-
wengan, akan tetapi juga bebas
dari polusi mental seperti dalam
bentuk orientsi kekuasaan, pa-
da hal yang diperiukan adalah
orientasi pelayanan;

Aparatur yang berwibawa, yang
sumbernya bukan kekuasaan,
melainkan kemahiran melaksa-
nakan tugas dan kecekatan da-
lam meberikan pelayanan:
Aparatur yang profesional yang
dapat terwujud apabila diaam
penempatan awal dipertim-
bangkan faktor-taktor pengeta-
huan, keterampilan, pengala-
man, bakat serta minat yang
kemudian ditindak lanjuti de-
ngan pendidikan dan pelatihan
tambahan, penilaian kinerja
yang obyektif dan rasional seria
imbalan yang memungkinkan-
nya mempertahankan hidup
yang wajar,

Aparatur yang kreatif dalam arti
kKesempatan mencari ide baru,
metoda baru dan teknik bary
yang diterapkan secara ino-vatif
dengan tidak ada jami-nan
keberhasilan sekalipun;
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8. Aparatur yang transparan,
suatu tuntutan zaman yang
harus terpenuhi seirama de-
ngan keterbukaan di masya-
rakat luas;

9. Apartur yang tanggap terha-
dap aspirasi baru, harapan
baru, kebutuhan baru, tuntu-
tan baru dan permasalahan
baru. Berarti aparatur negara
tidak bole bersikap business
as usual;

10.Aparatur yang antisipatif dan
proaktif. Paradigma ini berarti
bahwa aparatur negara ditun-
tut untuk memiliki kemampu-
an untuk memperkirakan ke-
adaan, menganalisasis situa-
si, berarti mengambil resiko,
siap menghadapi tuntutan
perubahan dan, idealnya,
berperan dalam menentukan
arah perubahan yang diper-
kirakan akan terjadi.
Perubahan orientasi pe-

rgembangan aparatur sebagaima-
na penulis jelaskan diatas adalah
sejalan dengan perubahan para-
digma administrasi negara (biro-
krasi) oleh Kartasasmita (1997: 4-5)
disebut sebagai pembaharuan ad-
ministrasi yang lanjutan dari pem-
bangunan administrasi, yang per-
tama perly menjadi perhatian ada-
lah perubahan sikap birokrasi yang
cukup mendasar sifatnya.  Di
dalamnya terkandung  berbagai
unsur. Pertama, birokrasi harus
dapat mem-bangun partsipasi



rakyat. Kedua, biro-krasi hendaknya
tidak cenderung ber-orientasi kepada
yang kuat, tetapi harus lebih kepada
yang lemah dan yang kurang
berdaya. Ketiga, peran birokrasi harus
bergeser dari pe-ngendalian menjadi
mengarahkan, dari memberi menjadi
memberdaya-kan. Keempat,
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mengembangkan keterbukaan dan
kebertanggung-jawaban.

Perubahan tersebut adalah
menjadi dasar bagi pemerintah un-
tuk merumuskan kebijaksanaan
pembagunan kualitas manusia, se-
bagaimana penulis gambarkan da-
lam bentuk skema di bawabh ini.
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Kebijaksanaan Pembangunan

Kualitas Manusia

KUALITAS MANUSIA 5K

1. Kualitas Iptek

2. Kualitas imtaq

3. Kualitas Kerja

4, Kualitas Karya

5. Kualitas Kehidupan

|

HAMBATAN BIROKRASI PEMBANGUNAN
» Hambatan Proses:
- Struktur
- Prosedur
» Hambatan Orientasi:
-~ Ekonomi Tradisional organisasi.
- Ekonomi modern industrial
> Hambatan Sistemn Politik:
Bemlum mampu mengembangkan
kemampuan DPR/D dalam pengawasan

!

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS APARATUR
NEGARA
>  Pelatihan Teknis dan moral:
Pembudayaan Resionalitas Organisasi
»  Desentralisasi dan Reintegrasi
»  Birokratisasi:
Transformasi politik untuk menciptakan
pengawasan demokratis yang efektif
terhadap birokrasi

PEMBANGUNAN MARTABAT
MANUSIA
Mempengaruhi dan mengatur

maca danan

TIGA DIMENSI MANUSIA
> Kesadaran
> Kebesan
» Kreasi

i

KEBIJAKSANAAN PERUBAHAN
ADMINISTRASI NEGARA
»  Sistem administrasi yang
memiliki struktur yang lebih
terbuka atau organisasi adaptif
» Petugas yang berorientasi
sebagai fasilitator
»  Memiliki budaya petayanan publik
» Lingkungan politik birokratis yang

> mampu menciptakan

pengawasan yang fungsional dan
efektif terhadap birokrasi
pemerintah

1
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PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA
OPGANISASI

Ketaatan pada prinsip moral dan agama
Rasa kesetiakawanan sosial dalam
hubungan sebagai pejabat dan
masyarakat
Rasionaiitas sebagai pejabat yang
merupakan individu organisasi dan
insitutisi yang lebih meningkatkan tujuan
organisdasi dan pada tujuan individu
Tingkat kemandirian tinggi




Kesimpulan . N
Perubahan paradigma adminis-

trasi publik dilaksanakan untuk mem-
bangun kualitas sumber daya manu-
sia melalui perubahan struktur orga-
nisasi publik yang lebih adaptf dan
pesifat kelompok kerja, prosedur dan

administrasi lebih menekankan
pada tujuan dari pada mempertahan-
kan pelaksanaan peraturan secara
ketat sehingga orientasi aparat harus
berubah dari orientasi mempertahan-
kan keteraturan dan ketertiban ke
orientasi pembangunan, perubahan
tersebut harus didukung oleh ling-
kungan yang kondusif melalui reveta-
lisasi fungsi legislatif dan partsipasi
LSM.
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